BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH (RENSTRA PD) TAHUN 2025-2029

DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua. bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima, telah diselenggarakan Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga
dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, yang dihadiri pihak terkait sesuai
dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

Penjelasan dari Bappeda mengenai Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun
2025 Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan
sebagaimana tercantum dalam lampiran II Berita Acara ini.

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-
2029 Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Provinsi
Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (Lampiran I dan II), yang
merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
berita acara hasil kesepakatan ini;

KETIGA : Berita acara hasil pembahasan ini beserta lampirannya menjadi bahan
penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas PU
Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana
Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Palembang, 22 September 2025

Perangkat Daerah : Pimpinan Rapat
Plt. Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Kasubbid Infrastruktur
Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan,

Ir. Ridwan, MM
Pembina TK.1/IV.b
NIP. 196612151995031003

Keterangan :
Lampiran I : Absensi
Lampiran II : Notulen/Checklist Verifikasi Rankhir Renstra PD



DAFTAR HADIR

RAPAT PERSIAPAN VERIFIKASI RABCANGAN AKHIR RENSTRA PD TAHUN 2026-2029

Hari / Tanggal : Senin / 22 September 2025
Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang IPW Lt Ili Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
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Lampiran Berita Acara
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender
di Daerah

Kesesuaian
No Substansi Verifikasi Catatan Verifikasi
Tidak
Sesuai
Sesuai
(1) (2) (3) (4) (5)
KETENTUAN UMUM
Renstra Perangkat Daerah
1. | mempedomani sistematika pada Inmen V
2 Tahun 2025
KETENTUAN BAB PER BAB
l.BAB I PENDAHULUAN
Pada Dasar Hukum telah memuat Tambahkan Inmendagri Nomor
Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 2 tahun 2025, Perda RPJMD
tentang Perubahan Atas Peraturan dan Permendagri nomor 67
2. | Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun v tahun 2011 tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender di
Daerah

BAB I GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.

Penyajian Data dan Informasi memuat
Evaluasi Capaian Kinerja PD selama 5
Tahun (Tabel 2.1 SE SEKDA)

\/

Penyajian Anggaran dan Realisasi
Pendanaan selama 5 Tahun (Tabel 2.2
SE SEKDA) dibagi berdasarkan
Komponen Pendapatan (Jika ada) dan
Komponen Belanja PD

IPada Tabel Belanja operasi dipisah
imenjadi belanja pegawai dan Belanja
Barang jasa

Perumusan Permasalahan PD
dirumuskan dari Hasil Evaluasi
Capaian Kinerja PD selama S tahun
terakhir

Isu Strategis PD mengacu pada Teknik
Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat
Daerah (Tabel 2.3 SE SEKDA)

\/

IBAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Renstra berjumlah 1 (satu) dan
dirumuskan dari NSPK dan/atau Sasaran
RPJMD yang relevan

\/

Tujuan dan Sasaran Renstra PD beserta
indikator dan target telah disajikan sesuai
Tabel 3.1 SE SEKDA

\/

Strategi PD memuat rencana tindakan yang
komprehensif berisikan langkah-

langkah /upaya yang akan dilakukan untuk
mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat
Daerah

IAgar disajikan seperti sistematika
RPIMD

10.

Penahapan Renstra PD telah disajikan sesuai
Tabel 3.2 SE SEKDA




Kesesuaian

No Substansi Verifikasi Catatan Verifikasi
Sesuai = inak
Sesuai
(1) (2) (3) (4) (5)
Arah Kebijakan Renstra PD mengacu pada
11 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra \/
‘| PD (Tabel 3.3 SE SEKDA) dan Sinkron
dengan Arah Kebijakan pada RPJMD
[BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

12;

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra
PD mengacu pada Teknik Merumuskan
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD
(Tabel 4.1 SE SEKDA)

\/

13.

Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
dan Pendanaan Renstra PD mengacu pada
Tabel 4.2 SE SEKDA

[Ditambahkan Kolom Keterangan 12
S dan Kolom Pro SN

14.

Pagu Program OPD beserta indikator
dan target telah sinkron dengan
RPJMD

15.

Seluruh Sub Kegiatan telah di tagging dengan|
12 Program Strategis HDCU (jika ada)

IDitambahkan pada tabel 4.2 sesuai
Surat Edaran Sekda

16.

Seluruh Sub Kegiatan telah di tagging dengan
Proyek / Kegiatan Program Strategis Nasional
(ProSN) (jika ada)

Ditambahkan pada tabel 4.2 sesuai
Surat Edaran Sekda

7.

Daftar SubKegiatan Prioritas Dalam
Mendukung Program Prioritas Pembangunan
Daerah dijabarkan pada Tabel 4.3 SE SEKDA

18.

PD telah merinci Komponen Belanja Tahun
2025-2030

19

Indikator kinerja Utama (IKU) Perangkat
Daerah disajikan sesuai dengan Tabel 4.4 SE
SEKDA, yang seluruhnya mengacu pada
Indikator Tabel 4.3 RPJMD beserta targetnya.
Indikator Tabel 4.3 RPJMD dimaksud
meliputi IKD Aspek yang relevan dengan Tusi
OPD dan seluruh IKK per Urusan

20.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat
Daerah disajikan sesuai dengan bersumber
dari Indikator Outcome serta Indikator lain
yang relevan dengan Urusan Perangkat
Daerah (Tabel 4.5 SE SEKDA)

BAB

V PENUTUP

21.

Perlu memasukkan
pengarusutamaan pembangunan,
sebagai kaidah pelaksanaan yang
perlu diperhatikan dalam
pembangunan daerah meliputi :

1) Gender dan inklusi sosial;

2) Pembangunan berkelanjutan;

3) Transformasi digital;

4) Pembangunan rendah karbon; dan
5) Pembangunan berketahanan iklim.




No

Substansi Verifikasi

Kesesuaian

Sesuai

Tidak
Sesuai

Catatan Verifikasi

(1)

(2)

(3)

4)

(S)

KETENTUAN LAINNYA

22.

Renstra PD telah memuat sub
Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan
Data Statistik Sektoral Daerah
(X.XX.01.1.01.0008)

[Telah dianggarkan pada Tahun :
2026 sejumlah Rp. Xxx

2027 sejumlah Rp. Xxx

Dst....

23.

Renstra PD telah memuat sub
Kegiatan Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral Daerah
(X.XX.01.1.01.0010)

Telah dianggarkan pada Tahun :
2026 sejumlah Rp. Xxx

2027 sejumlah Rp. Xxx

Dst....

24.

Renstra PD telah menganggarkan
Penyusunan Perubahan Renstra PD pada
tahun 2027 melalui sub Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (X.XX.01.1.01.0001)

Telah dianggarkan sejumlah Rp. Xxx

25.

Renstra PD telah menganggarkan
seluruh sub Kegiatan tentang
Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)

n/a

26.

Renstra PD diinput di dalam SIPD :
1. Tujuan

Sasaran

Program /Kegiatan /Subkegiatan
Indikator Kinerja Utama PD

Indikator Kinerja Daerah /
Indikator Kinerja Kunci PD

il Ol

Setelah proses penyelesaian Ranhir

27.

DSSD Tahun 2020 - 2025 telah
diinput dalam E-Walidata SIPD




Lampiran li

Notulen Pembahasan Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis pada
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2025-2029

Rapat

Hari / Tanggal
Surat Undangan
Waktu Sidang/Rapat

Tempat
Acara

Pimpinan Rapat
Pencatat

Peserta Rapat
Kegiatan Rapat

. Pembukaan

Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD) Tahun 2025-2029
Senin / 22 September 2025

000.1.5/ 2713/Bappeda-V/2025 tanggal 18 September 2025
08.00.00 wib s.d. selesai

Ruang Rapat Bidang IPW Lt.Ill Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis pada Dinas PU Bina
Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029
Kasubbid Infrastruktur Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Pemegang Counterpart Mitra Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
(terlampir undangan)

Rapat dibuka oleh Kasubbid Infrastruktur Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Pembahasan Verifikasi Rancangan Akhir
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Tujuan rapat ini yaitu
untuk melakukan verifikasi Rancangan Akhir Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
Prov. Sumsel yang disesuaikan dengan Perda RPJMD dan Inmen nomor 2 tahun 2025.

Il. Pembahasan

a. Indikator Renstra

- Pada tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra untuk kolom tujuan yang berisi Indikator
dihapus dan untuk kolom indikator yang berisi tujuan dihapus

- Kolom NSPK ditambah satu tujuan lagi yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan publik
(Tata Kelola Penataan Ruang) dengan Indikator : Indeks Penyelenggaraan Penataan

Ruang.

- Kolom sasaran yang sebelumnya meningkatnya upaya mempertahankan kemantapan
jalan Provinsi berubah menjadi meningkatnya upaya peningkatan Kemantapan jalan
Provinsi (Bahasa mempertahankan dihapus).

- Terkait Coss cutting pada tabel 3.1. dihapus dan hanya dimunculkan pada pohon kinerja

- Kualitas pelayanan publik diikuti juga dengan strategi RPJMD Prov. Sumsel hanya
mengubah Bahasa kondisi menjadi kerja. Strategi dalam RPJMD Prov. Sumsel dikutip
untuk dapat diadopsi dalam Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel

- Target Tingkat Kemantapan jalan pada Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
Prov. Sumsel sudah selaras dengan Perda RPJMD dan ada pergeseran pagu anggaran
2026 dan disesuaikan dengan KUA PPAS terakhir.

- Target Indeks Penyelenggaraan penataan ruang selaras dengan Perda RPJMD.




- Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel tidak termasuk dalam IKU Gubernur
dan IKD.

- Indeks infrastruktur/indeks kepuasan layanan infrastruktur pada tabel 4.6 Perda RPJMD
Prov Sumsel merupakan indicator lintas sektor untuk keseluruhan PUPR (PSDA, PERKIM,
dan PUBMTR) melalui pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Pemerintah Provinsi

menggunakan data dengan pendekatan Kualitatif yaitu melalui survei ke Bappeda dan PU
kabupaten/kota.

b. Sistematika Renstra
Bab | :

Pada Dasar Hukum Penyusunan agar ditambahkan Inmendagri nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedomanpenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Ditambahkan juga Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah.

Bab Il :

Untuk Indikator waktu tempuh jalan provinsi agar dibuat narasi berapa target nasional
dan target ke depannya karena belum ada capaian pada renstra periode sebelumnya,
begitu juga dengan indikator penataan ruang tambahkan sedikit narasi agar seimbang.
Data Sumber Daya Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel sudah dipisah
antara laki-laki dan Perempuan (sudah sesuai)

Isu strategis pada table 2.1. sesuai Inmendagri belum dibuat Dinas PU Bina Marga dan
Tata Ruang Prov Sumsel. Tabel 2.1 pada prinsipnya hanya sebagai kertas kerja OPD
tetapi isi tabel tersebut mengacu pada Perda RPJMD Hal.ll-311 (isu global), Hal 11-318
(isu regional), Hal 11-328 (isu Sumsel), Hal 1I-339 (isu KLHS), dan Hal 11-294
(permasalahan pembangunan) dimana lokus dimunculkan dalam setiap strategi
Beberapa poin jalan terkait rencana pengembangan aringan kolektor primer 2 dan jalan
tol yang ada di tata ruang agar ditambahkan ke dalam narasi Renstra Dinas PU Bina
Marga dan Tata Ruang Prov Sumsel.

Bab Il :

Pada table 3.2. Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov Sumsel terdapat
kolom arah kebijakan yang harus meenyesuaikan yang ada di Perda RPJMD,
kemudian kolom arah kebijakan dipindah ke sebelum kolom strategi, selanjutnya dibuat
Bahasa kerja tujuan terkait jalan dan tata ruang. Kolom setelah kolom strategi dibuat
kolom tahun 2025-2030 untuk pentahapan.

Tabel arah kebijakan RPJMD dan Renstra dibuat tabel sandingan.

Bab IV :

IKU Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov Sumsel meliputi indikator sasaran dan
indikator yang ada di dalam Inmendagri. IKU Dinas PUBMTR Prov Sumsel yaitu Waktu
tempuh jalan provinsi, tingkat kemantapan jalan provinsi dan indeks penyelenggaraan
penataan ruang.

Untuk mengisi dan menambahkan kolom 12 Program Strategis dan Proyek Strategis
Nasional yang didukung oleh Sub Kegiatan pada tabel 4.2 (mempedomani Surat
Edaran nomor 000.7.2.2/060/SE/BAPPEDA/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2025-2029).




Pohon Kinerja :

- Pada pohon kinerja Dinas PUBMTR Prov Sumsel, untuk indikator pada pembinaan tata
ruang menjadi persentase bentuk pembinaan yang terlaksana. Pada bagian kegiatan
diganti menjadi terselenggaranya pemeliharaan berkala jalan provinsi dengan indikator
persentase panjang jalan yang dipelihara berkala. Kemudian terdapat perubahan
kegiatan menjadi terselenggaranya rekonstruksi jalan provinsi dengan indikator
persentase panjang jalan yang direkonstruksi. Perlu ditambahkan juga pohon kinerja
untuk pembangunan jalan dan pembangunan jembatan.

- Pohon kinerja untuk kepegawaian terbagi menjadi 2 kegiatan yaitu administrasi dan
disiplin kinerja. Sedangkan untuk keuangan terbagi menjadi aliran kas, realisasi, BA
rekon.

lll. Kesimpulan
Berdasarkan Inmendagri nomor 2 tahun 2025, Renstra OPD ditetapkan 1 bulan setelah
Perda RPJMD Prov. Sumsel ditetapkan. Sedangkan asistensi ke Kemenpan RB
direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 29 September - 01 Oktober 2025 artinya
Renstra OPD harus sudah diselesaikan sebelum tanggal 29 September 2025 sehingga

Renstra OPD dapat dikumpulkan paling lambat pada hari kamis tanggal 25 September
2025.

Demikian notulen ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis, Pimpinan Rapat,

Sherly Marliyah, SE anuar Suhartono, ST
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RINCIAN KOMPONEN BELANJA RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

PERANGKAT DAERAH : DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG

PAGU ANGGARAN (Rp)

No URAIAN KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 3 3 3 3 3 4
. |BELANJA OPERASI 106.013.551.360 100.864.929.400 128.679.931.275 140.492.507.275 141.636.720.300 146.916.997.048
1.[Belanja Pegawai : 37.528.708.000 42.595.572.000 42.595.572.000 42.595.572.000 42.595.572.000 42.595.572.000
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 20.997.853.000 25.400.805.000 25.400.805.000 25.400.805.000 25.400.805.000 25.400.805.000
1) Belanja Gaji Pokok ASN 14.506.274.000 18.638.815.000 18.638.815.000 18.638.815.000 18.638.815.000 18.638.815.000
2) Belanja Tunjangan Keluarga ASN 1.590.688.000 2.165.163.000 2.165.163.000 2.165.163.000 2.165.163.000 2.165.163.000
3) Belanja Tunjangan Jabatan ASN 630.396.000 573.570.000 573.570.000 573.570.000 573.570.000 573.570.000
4) Belanja Tunjangan Fungsional ASN 33.785.000 34.082.000 34.082.000 34.082.000 34.082.000 34.082.000
5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 482.084.000 705.653.000 705.653.000 705.653.000 705.653.000 705.653.000
6) Belanja Tunjangan Beras ASN 866.479.000 1.211.618.000 1.211.618.000 1.211.618.000 1.211.618.000 1.211.618.000
7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 125.224.000 246.355.000 246.355.000 246.355.000 246.355.000 246.355.000
8) Belanja Pembulatan Gaji ASN 253.000 424.000 424.000 424.000 424.000 424.000
9) Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 2.614.001.000 1.552.995.000 1.552.995.000 1.552.995.000 1.552.995.000 1.552.995.000
10) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 34.818.000 44.734.000 44.734.000 44.734.000 44.734.000 44.734.000
11) Belanja luran Jaminan Kematian ASN 104.447.000 134.201.000 134.201.000 134.201.000 134.201.000 134.201.000
12) Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan
Perumahan Rakyat ASN 9.404.000 93.195.000 93.195.000 93.195.000 93.195.000 93.195.000
b. Belanja Pegawai Lainnya ASN 16.530.855.000 17.194.767.000 17.194.767.000 17.194.767.000 17.194.767.000 17.194.767.000
1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN 16.530.855.000 17.194.767.000 17.194.767.000 17.194.767.000 17.194.767.000 17.194.767.000
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja A§ 16.530.855.000 17.194.767.000 17.194.767.000 17.194.767.000 17.194.767.000 17.194.767.000
2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan ; a a a a a
Pertimbangan Obijektif Lainnya ASN
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
- Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
- Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
- Belanja Honorarium (Penanggungjawab Pengelola
Keuangan,
Pengadaan Barang/Jasa, Perangkat Unit Kerja
Pengadaan/Jasa)
- Belanja Jasa Pengelolaan BMD
3) Belanja Pegawai BOS
4) Belanja Pegawai BLUD
5) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
6) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
2.[Belanja Barang dan Jasa 68.484.843.360 58.269.357.400 86.084.359.275 97.896.935.275 99.041.148.300 104.321.425.048
3.|Belanja Bunga
4.|Belanja Subsidi
5.|Belanja Hibah - - - - - -

1) Hibah Kepada...

2) Hibah Kepada...

3) Hibah Kepada...

4) Hibah Kepada...

)
)
)
5)




PAGU ANGGARAN (Rp)

No URAIAN KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 3 3 3 3 3 4
6.|Belanja Bantuan Sosial - - - - - -
1) Bantuan Sosial Kepada
2) Bantuan Sosial Kepada....
3) Bantuan Sosial Kepada..
4) Bantuan Sosial Kepada....
5) dst.....
Il. |BELANJA MODAL 820.274.833.460 513.285.179.497 1.098.279.933.470 1.164.776.686.838 1.162.942.560.638 1.232.466.518.653
a. Belanja Modal Tanah 2.820.000.000 2.900.000.000 235.850.000.000 285.850.000.000 205.850.000.000 225.850.000.000
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.541.300.000 8.100.000.000 9.073.700.000 9.350.800.000 5.623.900.000 7.917.000.000
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.405.000.000 13.235.752.682 13.430.000.000 3.685.000.000 3.685.000.000 3.685.000.000
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 804.423.533.460 488.549.426.815 839.526.233.470 865.590.886.838 947.483.660.638 994.614.518.653
e. Belanja Modal Aset Lainnya 85.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 300.000.000 400.000.000
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud -
Ill. |[BELANJA TIDAK TERDUGA R
IV. |BELANJA TRANSFER - - - - R R
1.|Belanja Bagi Hasil -
2.[Belanja Bantuan Keuangan
TOTAL BELANJA (1 + 11 + Il +1V) 926.288.384.820 614.150.108.897 1.226.959.864.745 1.305.269.194.113 1.304.579.280.938 1.379.383.515.700




